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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu
kesimpulan:

1. Realisasi hak-hak narapidana untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan
sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1A kurang terpenuhi
karena ada sebagian hak narapidana dalam menyampaikan keluhan mendapat
kendala, antara lain : banyak kekerasan yang terjadi didalam lembaga
pemasyarakatan yang di lakukan antar sesama narapidana maupun oknum dari
petugas lapas terhadap narapidana,kurang terbuka antar sesama narapidana
untuk menyampaikan keluhan salah satunya kekerasan sesama narapidana
maupun kekerasan yang di lakukan oleh oknum petugas lapas terhadap
narapidana.

2. Faktor faktor penghambat dalam menyampaikan keluhan terhadap perlakuan

sesama narapidana yaitu:

a. Kurangnya pemahaman narapidana terhadap sosialisasi yang disampaikan
tentang hak-hak narapidana itu sendiri.
b. Belum adanya peningkatan terhadap sistem kinerja Lembaga

pemasyarakatan yang mampu menanggulangi keluhan-keluhan narapidana
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atau anak didik secara menyeluruh.

Karena kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap lembaga
pemasyarakatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang
seharusnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) harus
dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim pengawas dan

pengamatan yang harusnya secara rutin 3 bulan sekali.
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B. Saran
Untuk mewujudkan hak narapidana dalam menyampaikan keluhan atas
perlakuan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Wirogunan
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 26

ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berlaku secara

efektif, sebaiknya Departemen Hukum dan HAM serta lembaga pemasyarakatan

dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya aturan yang jelas mengenai mekanisme tata cara penyampaian dan
penyelesaian keluhan sehingga ada kepastian dan pemahaman dalam hal
penyampaian keluhan dan perlindungan secara teknis oleh penghuni lapas
yang notabenenya narapidana. Realita yang terjadi di lapangan untuk hal yang
satu ini kurang mendapat perhatian dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

2. Harus meningkatkan Kkinerja dan tingkat keamanan di lembaga
pemasyarakatan agar bisa cepat tanggap dalam menanggulangi keluhan —
keluhan narapidana secara menyeluruh.

3. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 untuk
menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu
diadakan Checking on the Spot oleh hakim pengawas dan pengamat paling

sedikit tiga bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan.
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